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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jaminan hak asasi manusia tentang
kebebasan beragama dalam konstitusi Thailand seharusnya cukup memberi ruang
kepada rakyat agar mereka dapat menyuarakan dan menentukan nasib dan hak
mereka secara demokrasi. Adanya konstitusi seharusnya juga rakyat mempunyai
kebebasan melakukan dan kehendak menurut pandangan masing-masing, sehingga
keragaman dan perbedaan itu dapat bernaung dibawah konstitusi dalam upaya
menerapkan Undang-Undang Konstitusi. Namun, realita yang ada konstitusi tersebut
belum berlaku bagi masyarakat Pattani dimana sejak tahun 1785 M kejadian
pembunuhan atau pembantaian ini setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan
sampai tahun 2015. Dalam masalah peningkatan pembunuhan ini mengakibatkan
kehidupan sosial, agama, pendidikan, moral dan akhlak tidak menghargai dan
menghormati hak-hak masyarakat melayu Pattani yang menganut agama Islam.

Penelitian ini bertujuan mengkaji mengenai 1) Tinjauan Hak Asasi Manusia

(HAM) Terhadap Kasus Pembunuhan Warga Muslim Minoritas di Pattani Selatan
Thailand dalam Perspektif Konstitusi Thailand. 2) Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Kasus Pembunuhan Warga Muslim Minoritas di Pattani Selatan Thailand.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode
kualitatif. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum penelitian hukum normatif ini
dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen dan studi arsip. Sedangkan analisis
bahan hukum pada penelitian ini menggunakan identifikasi fakta hukum,
pemeriksaan atau penemuan hukum yang terkait dengan fakta hukum, melakukan
pemeriksan atau penemuan perundang-undangan untuk menemukan konsep-konsep
hukum dan penerapan hukum yaitu penerapan norma hukum terhadap fakta hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Hak asasi manusia dalam hal
pembunuhan, sebenarnya telah di atur oleh pemerintahan Thailand dalam Undang-
Undang Kepidanaan. Pembunuhan dibagi menjadi dua kategori yaitu, pembunuhan
dengan kesengajaan yang di atur dalam diatur dalam Bab Ke-X pasal 291 dan
pembunuhan dengan tidak kesengajaan yang di atur dalam Bab Ke-X pasal 290 dan
Pemerintah Thailand telah banyak meratifikasi instrumen-instrumen hak asasi
manusia, namun instrumen itu tidak diberlakukan di provansi Patani selatan Thailand



seperti masih adanya pembungkaman ruang demokrasi masih terjadi di provansi
Patani. Pemerintah Thailand melalui aparat keamanan masih melakukan penculikan,
tekanan teror, intimidasi, mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga
muslim di muka umum, dan bahkan melakukan pembunuhan.. 2) Tinjauan hukum
islam berkaitan dengan kasus pembunuhan di Pattani Selatan Thailand peneliti
memperoleh hasil sebagai berikut : Penganiayaan sang sampai terjadinya tindak
kejahatan Genosida yang dialami masyarakat Pattani dalam prespektif Hukum Islam
merupakan suatu perbuatan yang membuat kerusakan di bumi sesuai dengan firman
Allah dalam surah Al-Maidah Ayat 32, tindak pidana politik (Jaraim Siyasiyyah),
yakni ketika pelakunya berasal dari dalam negeri dan penyerangan terhadap bangsa
atau suku tertentu, yang mana dapat dikategorikan dalam bidang peperangan, dilihat
dari pelaku tindakannya, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak
kejahatan di Pattani adalah sebagai hukuman mati dengan syarat yang sudah
ditentukan oleh agama Islam dengan bukti yang valid, kasus pembunuhan yang
terjadi pada masyarakat Pattani yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand ini
sangat tidak sesuai dengan sumber ajaran Islam.
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This research is motivated by the guarantee of human rights regarding
freedom of religion in the Thai constitution that should provide enough space for the
people so that they can voice and determine their destiny and rights in a democracy.
With the existence of a constitution, the people should also have the freedom to act
and will according to their own views, so that diversity and differences can be
sheltered under the constitution in an effort to implement the Constitutional Law.
However, the reality that exists in this constitution does not yet apply to the people of
Pattani where since 1785 AD the incidence of killings or massacres has always
increased every year until 2015. In terms of the increase in killings this has resulted in
social, religious, educational, moral and moral life not respecting and respect the
rights of the Malay community of Pattani who adhere to Islam.

This study aims to examine 1) Review of Human Rights (HAM) Against the
Murder of Minority Muslim Citizens in Pattani South Thailand in the Perspective of
the Thai Constitution. 2) Review of Islamic Law Against Murder Cases of Muslim
Minorities in Pattani South Thailand.

This research is a type of normative legal research with qualitative methods.
As for the technique of collecting legal materials for normative legal research, this is
done by means of literature studies, document studies and archival studies. While the
analysis of legal material in this study uses the identification of legal facts, legal
examination or discovery related to legal facts, conducting examination or discovery
of legislation to find legal concepts and application of law, namely the application of
legal norms to legal facts.

The results of this study indicate that 1) Human rights in terms of murder have
been regulated by the Thai government, namely intentional killing which is regulated
in Chapter X article 291 and accidental killing which is regulated in Chapter X
Article 290 and the Government Thailand has ratified many human rights
instruments, but these instruments are not enforced in the province of Patani, southern
Thailand, as there is still a silencing of democratic space that still occurs in the
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province of Patani. The Thai government, through its security forces, is still carrying
out kidnappings, terror pressure, intimidation and even murder. Then, curb freedom
of expression and opinion in public. 2) Review of Islamic law related to the murder
case in Pattani South Thailand, the researcher obtained the following results: The
persecution of the Sang until the occurrence of the crime of genocide that was
experienced by the Pattani people in the perspective of Islamic law is an act that
causes damage to the earth in accordance with the word of Allah in surah Al- Maidah
Paragraph 32, political crimes (Jaraim Siyasiyyah), namely when the perpetrators
come from within the country and attack certain nations or tribes, which can be
categorized in the field of war, seen from the perpetrators of the actions, the sanctions
imposed on the perpetrators of crimes in Pattani is as a death sentence with conditions
determined by the Islamic religion with valid evidence, the murder case that occurred
in the Pattani community which was carried out by the Thai government is very
inconsistent with the sources of Islamic teachings.
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